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Simultaneous general elections will be held in 2024 with the theme of combining national and local elections in the same year. This is done based on the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-11/2013 on simultaneous elections, which aims to minimize state financing in the implementation of elections, minimize high-cost politics for election participants, as well as money politics involving voters, abuse of power or prevent bureaucratic politicization, and streamline government work schemes. The purpose of this research is to discuss the dynamics of changes in people's perceptions and voting behavior after the 2019 elections in Indonesia from a political perspective. In voting behavior, one of the perspectives used in mapping and describing the patterns of changes in voting behavior and determining political choices in general elections using the voting behavior approach. Studies related to voting behavior are studies related to studies that aim to reveal several reasons or factors that cause a person to tend to choose a party or contestant. This research uses quantitative methods. Meanwhile, the sample was drawn randomly using multistage random sampling. The total sample amounted to 1,240 samples, with PSU in the Province. The survey population is the entire population aged 17 years and over or married. The survey was conducted in 34 provinces in Indonesia. According to the results of the research, Prabowo Subianto still remains the strongest presidential candidate compared to the other candidates. Then, the tendency of Indonesian people to vote for parties, PDIP has the highest vote compared to the tendency towards other parties. Then the dynamics of changing perceptions after the 2019 election, the voting behavior of the Indonesian people tends towards the school of rational choice.
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[bookmark: Structure_Article_Journal_/_Struktur_Art]
[bookmark: 1.__Introduction_(Theory)_(bold,_12_pt)_]Pendahuluan
	       Pemilihan umum merupakan prasyarat penting dalam suatu negara demokrasi. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilihan umum dimaknai sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Terlepas dari tujuan suatu partai politik atau kontestan individual, satu hal yang pasti, mereka membutuhkan suara para pemilih agar bisa berkiprah di dalam  dunia politik. Untuk itu, mereka harus memahami pemilih. Tanpa pemahaman ini, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat, sehingga artinya gagal untuk menyelenggarakan tujuan mereka berkiprah di ranah politik. Untuk itu sejumlah hal perlu diketahui terutama yang menyangkut perilaku pemilih sebagai konsumen politik (Jimly Asshiddiqie, 2013).
         Dalam era demokratisasi ini, hubungan antara kontestan dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil, karena semakin kritisnya masyarakat dan semakin lunturnya ikatan tradisional maupun primordial. Lantas, kontestan tak akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapatkandukungan pemilih. Sehingga tidak mengherankan apabila menjelang pemilu, kontestan berbondong-bondong mendekati pemilih untuk memberikan suaranya. Hubungan pasif seperti ini menjadikan pemilih sebagai objek politik. Padahal seharusnya keberadaan pemilih seharusnya dijadikan subjek dan kontestan seharusnya menempatkan diri sebagai pelayan serta agen pembaharuan dalam masyarakat.
Pada kenyataannya, hubungan antara kontestan dengan pemilih begitu kerap dengan penghianatan. Setelah memenangkan pemilu, mudah sekali kontestan melupakan janji dan harapan politik yang telah mereka umbar dihadapan para pemilih. Mereka begitu sibuknya mengurusi  segala tetek bengek distribusi kekuasaan untuk mengamankan posisi yang telah didapat. 
             Sementara di sisi lain, para pemilih juga kerapkali memindahkan dukungan mereka dari satu kontestan ke kontestan lainya. Dengan semakin meningkatnya massa mengambang (swing voter) dan non partisan, harus disadari bahwa ikatan ideologi yang dulu sangat kuat itu sekarang telah  luntur. Pemilih semakin hari menjadi sangat kritis dan selalu mengawasi dan mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan kontestan pemenang pemilu. Ketika mereka melihat bahwa program kerja yang dilaksanakan kontestan pemenang pemilu ternyata tidak sesuai dengan janji mereka ketika kampanye pemilu, pemilih dapat “ menghukum” kontestan dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya (Firmanzah, 2012).
         Fenomena pemilu di Indonesia selalu menjadi kajian menarik pada setiap periode pergantian rezim. Tak luput dengan kasus pemilu 2019 yang santer terdengar dan jadi perbincangan publik. Dimana, pada pemilu tahun 2019 terdapat dua pasangan  incumbent calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri untuk naik mengisi jabatan. Pasangan dengan nomor urut satu yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin diusung oleh sepuluh partai politik, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Selanjutnya pasangan calon dengan nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno diusung oleh partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan partai Berkarya. Pada pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut satu yaitu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. KPU menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara dan dengan persentase kemenangan 55,50% sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno hanya mendapat 68.650.239 suara dengan persentase sebanyak 44,50%.
        Tepat pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pemilu, yang menggabungkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal pada tahun yang sama. Oleh karena besarnya agenda politik ini, maka KPU sudah memulai tahapan ini pada bulan Maret 2022. Pada pemilu presiden tahun 2024 yang akan datang terdapat hal yang menarik yaitu munculnya nama-nama yang diprediksi bakal naik pada pencalonan presiden tersebut seperti nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan saat ini menjabat sebagai gubernur provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang masing-masing sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju. Kemudian Ganjar Pranowo saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah serta Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI
( Spektrum Politika, 2021).
         Begitu juga dengan dinamika masyarakat yang sudah mulai membicarakan calon presiden dan partai politik yang akan mereka pilih. Pemetaan terhadap perilaku memilih masyarakat menjadi penting dilakukan jauh-jauh hari karena akan menjadi dasar untuk menyusun strategi guna memenangkan Pemilu 2024. Oleh karena itu, untuk memenangkan kontestasi politik melalui Pemilu 2024, maka pemetaan perilaku memilih perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan partai politik dan kandidat presiden melalui dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan permasalahan tersebut,  melalui tulisan ini penulis akan membahas dinamika perubahan persepsi dan perilaku memilih masyarakat pasca pemilu tahun 2019 di indonesia dalam perspektif politik, dengan melakukan kajian terhadap referensi dan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Metode 
[bookmark: 3.__Literatur_Review_/_Studi_Kepustakaan]           Untuk memenuhi tujuan diatas,  maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sementara, penarikan sampel dilakukan secara acak menggunakan multistage random sampling. penarikan sampel memperhatikan dua aspek, yakni ; (1) proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi, dan ; (2) proporsi sampel berdasarkan jenis kelamin. Total sampel berjumlah 1.240 sampel, dengan PSU di Provinsi. Populasi survei adalah seluruh penduduk yang berusia 17 tahun ke atasi atau sudah menikah. Survei di lakukan di 34 Provinsi di Indonesia. Margin of Error dengan 1240 sampel sebesar + 2,9 % dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Quality control dilakukan dengan metode Phonecheck (50%) dan spotcheck secara acak sebanyak 20% dari total sampel. Periode survei  1-10 Juli 2021 (Spektrum Politica,2021).

Literatur Review / Studi Kepustakaan 
          Penelitian tentang perilaku memilih di Indonesia sudah banyak dilakukan. Menurut Gaffar (1992) Studi perilaku memilih di Indonesia mulai banyak dilakukan sejak tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haris Fahmi (2019), Egis Maulana (2019), Agus Mahcfud Fauzi (2019), dan Frans (2017) yang menggunakan perilaku memilih sebagai fokus kajian penelitiannya. Penelitian Muhammad Haris Fahmi (2019) yang berjudul “Perilaku memilih masyarakat kabupaten Lamongan pada pilpres 2019”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku pemilih dalam menentukan pilihan serta menganalisis latar belakang bergesernya perilaku pemilih pada pilpres tahun 2019. 
          Selanjutnya, penelitian Egis Maulana (2019) yang berjudul “ Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019 di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran”. Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dapat diklasifikasikan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Cimerak termasuk ke dalam jenis pemilih rasional. Kemudian, temuan Agus Mahcfud Fauzi (2019) dan Frans (2017) menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat secara nasional menjelang pemilu 2019 masih dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan kedaerahan. 
          Namun sayangnya, beberapa kajian mereka kebanyakan membahas masalah perilaku memilih pada tahun sebelum diadakan pemilu ataupun menganalisis studi prilaku memilih pada periode pemilu tertentu. Lantas perbedaan penelitian yang ditawarkan peneliti bermaksud menambahkan penjelasan tentang bagaimana konsep dinamika perubahan persepsi dan perilaku memilih masyarakat  pasca pemilu 2019 di Indonesia dengan menggunakan pisau analisis yang berbeda dan mendalam.
            Studi penelitian perilaku memilih ini menggunakan data agregat dengan memanfaatkan data yang tersedia di lembaga Survei politik “Spektrum politica” Padang ataupun instansi terkait lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh lembaga survei tersebut, survei ini bertujuan Mendapatkan data empiris terkait dengan persepsi masyarakat terkait dengan dinamika politik hari ini, peta persaingan partai politik dan keberadaan tokoh nasional yang layak menjadi calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024; kemudian mengidentifikasi isu-isu yang berkembang dalam masyarakat terkait persepsi mereka mengenai keberhasilan dan ketidakberhasilan penyelenggaraan pemerintahan hari ini; merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut mengenai strategi memperkuat keberadaan partai politik dan calon presiden di setiap daerah di Indonesia berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta memperhitungkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi beberapa tahun menjelang Pemilu 2024 (Spektrum Politica,2021).
[bookmark: 2.__Method_/_Metode_(bold,_12_pt)][bookmark: 4.__Results_and_Discussion_/_Kesimpulan_]
	Results and Discussion 
            Perilaku memilih merupakan suatu bentuk aktivitas dan kegitatan dari masyarakat dalam    memberikan hak pilih dan hak suaranya kepada pasangan calon pemimpin. Menurut Ramlan Surbakti (2007), perilaku pemilih adalah aktivitas dari pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum. Dalam perilaku memilih salah satu perspektif yang digunakan dalam memetakan dan mendeskripsikan dari pola perubahan perilaku memilih dan menentukan pilihan politik pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam suatu wilayah adalah dengan menggunakan pendekatan voting behavior approach. Kajian terkait perilaku memilih merupakan suatu kajian terkait dengan studi yang bertujuan untuk mengungkapkan beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan seseorang cenderung memilih suatu partai atau kontestan (Ferdian, 2019).
          Dinamika Perubahan Persepsi Masyarakat Indonesia Pasca Pemilu 2019
 		Untuk menjawab permasalahan penelitian diatas terkait dinamika perubahan persepsi, Sobur (2003: 446) menegaskan bahwa persepsi mengandung tiga unsur yang penting sebagai berikut: (1) Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya baik banyak ataupun sedikit; (2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang; (3) Interpretasi dan persepsi, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Sederhananya, persepsi pemilih merupakan suatu cara pandang, pola pikir, penilaian, respon pemilih dalam membuat analisis dan judgement atas partai atau kontestan yang akan mereka pilih dengan menekankan aspek- aspek subjektivitasnya. 
Sementara itu Firmanzah (2013:87) menekankan pemilih secara sederhana diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepadanya kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen ataupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Di samping itu pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi bagian konstituen partai politik tertentu.Oleh karena itu, relasi antara dinamika persepsi dan pemilih menjadi PR penting yang mesti kita jawab satu persatu tak luput dari tujuan penelitian diatas.

· Peta Persaingan Partai Politik Dan Keberadaan Tokoh Nasional Yang Layak Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Tahun 2024
Berikut nama – nama tokoh nasional yang diprediksi layak menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang :
[image: ]Gambar. 1 Nama – Nama Tokoh Nasional Untuk PILPRES
                                                  Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

[image: ]                  Gambar. 2 Nama – Nama Tokoh Nasional Untuk PILWAPRES
                   Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
	Tingkat keterpilihan (elektabilitas) spontan masyarakat masih cenderung kepada Prabowo Subianto dengan dukungan sebesar 19,3%. Potensi yang menjadi pesaing Prabowo Subianto saat ini adalah Ganjar Pranowo sebesar 14% dan Anies Baswedan sebesar 10,2%; Menariknya, walaupun popularitas dan aseptabilitas Ganjar Pranowo ini di bawah Anies Baswedan, namun top of mind masyarakat cenderung pada Ganjar Pranowo. Basis massa Ganjar pranowo yang cukup kuat di Jawa Tengah dan beberapa daerah lain menjadi penyebab tingginya top of mind masyarakat terhadap Ganjar Pranowo.
	Dengan beberapa simulasi yang dilakukan, Prabowo Subianto masih tetap menjadi bakal calon presiden terkuat dibandingkan dengan bakal calon yang lain. Sementara pesaingan dengan simulasi beberapa nama masih diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo masih dianggap oleh sebagian masyararakat sebagai sosok yang bisa mewakili harapan mereka yang tegas, berwibawa dan mengayomi Begitu juga dengan latar belakang militernya dianggap sebagai profesi yang cocok jadi presiden Indonesia ke depan. Jika dibuatkan pemetaan wilayah di Indonesia terhadap kecendrungan terhadap bakal calon yang terkenal yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar terlihat bahwa supporter Prabowo terbanyak  berada di daerah Sumatera, DKI dan Banten, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Barat. Sementara itu, supporter Anies terbanyak  berada di daerah Maluku dan Papua, dan supporter Ganjar terbanyak  berada di daerah Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. (Spektrum, 2021)

[image: ]Berikut Gambar .3 Pemetaan Wilayah Di Indonesia Terhadap  Bakal Calon















                                   Sumber :           Spektrum Politica Padang, 2021
Gambar.4  Persaingan Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2024
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                                                     Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
Dari simulasi di antara tiga nama teratas bakal calon presiden, antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, maka yang memimpin adalah Prabowo Subianto sebesar 32,6%. Sementara, Ganjar dan Anies berturut-turut mendapatkan suara sebesar 27,8% dan 22%. Persaingan ini akan semakin kompetitif jika dibuat head to head. walaupun Prabowo masih tinggi terhadap Ganjar dengan elektabilitas, 42,1% : 33,3%; Prabowo vs Anies, 40,4% : 28,9%. Sementara, Ganjar vs Anies, 34,5% : 37,4%.

· Persepsi Mereka Mengenai Keberhasilan Dan Ketidakberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Hari Ini
          Sebelum menyimpulkan  dinamika ataupun perubahan alur politik hari ini, perlu rasanya kita menilai ataupun mengevaluasi kinerja pemerintah untuk melihat tolak ukur suatu keberhasilan ataupun ketidakberhasilan penyelenggaraan pemerintahan hari ini. Sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut.
[image: ]    Gambar .5 Evaluasi Kinerja Pemerintah
	













                       Sumber : Spektrum Politica Padang

         Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menunjukkan bahwa sebanyak 68,2% puas (6,6% sangat puas dan 61,6% puas) dan hanya 29,4% yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
                                    Gambar.6 Evaluasi Kinerja Pemerintah
   [image: ]
Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
                           






  Gambar.7 Evaluasi Kinerja Pemerintah
[image: ]Gambar.8 Evaluasi Kinerja Pemerintah
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Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021













Gambar. 9.1 Evaluasi Kinerja Pemerintah dalam Memperbaiki Kondisi Ekonomi

[image: ]
                                   Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

[image: ]Gambar.9.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah
Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021


Gambar.10 Evaluasi Kinerja Pemerintah
[image: ]
Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
Kinerja pemerintah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin jika dilihat dari 6 bidang pembangunan dan kebutuhan dasar manusia, maka hasilnya menunjukkan bahwa bidang infrastruktur mendapatkan kepuasan masyarakat tertinggi yakni sebesar 72,7% yang diikuti oleh bidang sosial sebesar 68% dan bidang Kesehatan 66,5% serta di bidang Pendidikan sebesar 60% responden puas. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi berada di angka 57,5%, sedangkan untuk pemberantasan korupsi hanya terdapat 48% responden yang merasa puas, untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terdapat 57,8% responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa “tak ada gading yang tak retak” yang artinya tak ada yang sempurna tak terkecuali dengan pemerintah saat ini ataupun masa akan datang yang memiliki power dan legitimasi harus terus membenahi dan mengevaluasi kinerja agar menjadi lebih baik lagi. Tak akan ada kata sepakat  terkait pendefinisian makna kepuasan.
· Keberadaan Partai Politik Dan Calon Presiden Di Setiap Daerah Di Indonesia Berdasarkan Kekuatan Dan Kelemahan Yang Dimiliki 
                                        Gambar.10 Evaluasi Kinerja Pemerintah
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Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
   Jika Pemilu untuk memilih anggota DPR RI diadakan hari ini, maka sebanyak 18,6% responden memilih PDI Perjuangan, 9,5% memilih Partai Gerindra, 6,9% memilih PKB. Dan 35,6 % responden tidak memberikan jawaban. Dengan menggunakan MoE sebesar + 2,9%, maka hanya akan ada maksimal 9 partai politik yang lolos ke DPR RI.

· Peluang Dan Tantangan Yang Akan Dihadapi Beberapa Tahun Menjelang Pemilu 2024
    Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada masa yang akan datang akan diselenggarakan pemilu serentak tahun 2024. Hal ini tak lepas dari peluang dan tantangan yang akan dihadapi dengan bervariasi persoalan. Ratnia Sholihah (2019 :11) menegaskan dalam tulisannya bahwa terdapat beberapa persoalan menyangkut peluang dan tantangan yang dihadapi yaitu; (1) peluang dan tantangan pemilih, jika dilihat peluang terjadinya peningkatan partisipasi pemilih. Sementara, untuk tantangannya memakan banyak waktu dalam bilik suara. ; (2) peluang dan tantangan pemerintah, Pemilu serentak memberikan peluang bagi terciptanya sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat dan stabil. Hal ini karena koalisi yang dibentuk dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan lebih awal dan didasarkan kepada visi misi yang sama tidak semata-mata untuk memenangkan pemilihan. Adapun tantangannya, dalam menciptakan koalisi yang solid dan berbasis visi misi, diperlukan penyederhanaan sistem kepartaian.; (3) peluang dan tantangan partai politik,  dengan peluang adanya pemilu serentak, partai politik bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara lebih efisien. Waktu, tenaga dan biaya yang dibutukan oleh partai politik untuk kampanye menjadi lebih efisien karena dilakukan secara bersamaan. Sedangkan tantangannya, partai politik harus mampu menawarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang populer dan bisa diterima oleh partai-partai yang lain untuk memperoleh dukungan dari koalisi partai yang akan dibentuk.; (4) peluang dan tantangan penyelenggaraan pemilu, Peluang adanya pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi biaya pemilu. Sedangkan tantangannya, perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar (Ratnia Sholihah, 2019).

        Prilaku Memilih Masyarakat  Pasca Pemilu 2019 di Indonesia
          Kajian perilaku memilih di dalamnya terdapat tiga mahzab yang paling dominan digunakan dalam perilaku memilih, ketiga mahzab tersebut yaitu: mahzab sosiologis, mahzab psikologis, dan mahzab rasional atau ekonomi. Pertama mahzab sosiologis, mahzab sosiologis muncul lebih dahulu dari dua mahzab lainnya. Mahzab sosiologis diyakini bersumber dari Eropa. Adapun mahzab sosiologis ini menjelaskan terkait dengan perilaku politik seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis. Pendekatan ini menunjukan bahwasanya ada pengaruh nilai-nilai sosiologis yang mempengaruhi soseorang dalam politik. nilai-nilai sosiologis tersebut seperti agama, etnis, suku, kelas sosial dan lainnya. Berikut tabulasi silang terkait nilai-nilai sosiologis Pemilih pasca pemilu 2019 :
[image: ]Gambar.11 Tabulasi Silang Pilpres Terhadap Agama Responden 
   Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
        Politik aliran masih kuat mempengaruhi pemilih di Indonesia. Ini dapat dilihat dari dukungan pemilih berdasarkan latar belakang agama. Dukungan untuk Ganjar Pranowo terbesar datang dari pemilih yang beragama Kristen Protestan 31,7%, Katolik sebesar 20,7% dan Hindu sebesar 57,1%. Sementara, pemilih yang beragama Islam lebih memilih Prabowo Subianto sebesar 27,1% dan pemilih yang beragama Konghutchu sebesar 100%.

[image: ]Gambar.12Tabulasi Silang Pilpres Terhadap Jenis Kelamin dan Wilayah Asal Responden
Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

	Basis suara pendukung Prabowo ada di beberapa daerah Sumatera, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi; Basis terkuat Ganjar Pranowo ada di Jawa Tengah serta Bali dan Nusa Tenggara; Basis Pendukung Anies Baswedan justru ada di Maluku dan Papua; Basis Pendukung Tri Rismaharini ada di Jawa Timur.
                      Gambar.13 Tabulasi Silang Pilpres Terhadap Etnis/suku Responden[image: ]
Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

        Berdasarkan tabulasi  silang diatas basis pendukung bakal calon terdiri dari berbagai suku/ etnis. Diantaranya sebanyak 39,7 % etnis Sunda, 35,3 % etnis Melayu, 34,7% etnis Bugis, 35,6% etnis Madura, 33,3 % etnis Minangkabau, 32,1% etnis Batak, 34,5 % etnis Banjar, 52,4 % etnis Makassar, 42,1 % etnis Sasak, 40,0% etnis Lampung, dan 16,7% etnis lainnya mendominasi suara untuk Prabowo. Sementara, sebanyak 32,2 % etnis Jawa , 25,0% etnis Timor, 61,5% etnis Bali, dan 85,7% etnis tionghoa mendominasi suara untuk Ganjar Pranowo. Kemudian, sebanyak 31,03 % etnis Betawi, 44,4 % etnis Minangkabau, 50,0% etnis Aceh, 10,5% etnis Papua, 66,7% etnis Maluku, dan 100,0% etnis Ternate mendominasi suara untuk Anies Baswedan. 

[image: ]Gambar.14 Tabulasi Silang Pilpres Terhadap Usia Responden
Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

      Hampir semua segmen usia seperti pemilih pemula, muda, pra dewasa dan dewasa mendukung Prabowo Subianto mendapatkan dukungan penuh dibandingkan bakal calon yang lain. Sementara Ganjar Pranowo hanya didukung oleh Pemilih berusia 46-50 tahun dan pemilih berusia di atas 62 tahun.

[image: ]                       Gambar.14 Tabulasi Silang Pilpres Terhadap Pekerjaan Responden
        Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

          Pemilih Prabowo cenderung beragam dari segi profesi/pekerjaan yang mereka tekuni dibandingkan dengan calon lain yang hanya berasal dari satu atau beberapa profesi saja. Pendukung terbesar Prabowo dari kelas sosial adalah mereka yang berasal dari kelas bawah sebesar 33,9%. Dan segmen ini terbelah kepada Ganjar yang juga mendapatkan dukungan dari kelas masyarakat ini. Namun, keunggulan Prabowo juga mendapat dukungan dari segmen kelas menengah dan menengah-atas.
[image: ]               Gambar.15 Tabulasi Silang Pilpres Terhadap Pengeluaran  Responden
                                                   Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
        Mahzab sosiologis ini melihat adanya pengaruh identifikasi kelas sosial, yang mana merupakan suatu kesamaan cara pandang antara pemilih yang memiliki kedudukan sosial tertentu dengan kedudukan sosial partai politik yang bersangkutan. Mahzab sosiologis juga dipengaruhi oleh lingkungan, dimana lingkungan mempengaruhi nilai dan keyakinan politik seseorang. 
Mahzab yang kedua yaitu mahzab psikologis mahzab psikologis, mahzab psikologis ini menyorot bagaimana suatu persepsi pemilih terhadap partai-partai politik yang ada atau bagaimana hubungan emosional pemilih terhadap suatu partai tertentu. Mahzab ini juga merupakan suatu bentuk dari ketidakpuasan terhadap mahzab sosiologis. Hal ini dikarenakan, mahzab sosiologis tidak dapat diukur secara metodologis. Mahzab psikologis ini, yang menjadi perhatian adalah bagaimana persepsi pemilih terhadap partai-partai politik yang ada, atau bagaimana hubungan emosional pemilih dengan partai politik tertentu melalui proses psikologis yang panjang.
[bookmark: _GoBack]Menurut Roth terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan politik individu secara psikologis (trias determinant) yaitu: identifikasi partai (Party ID), orientasi kandidat dan orientasi isu. Lebih lanjut pendekatan psikologis menggungapkan bahwa yang berpengaruh langsung terhadap perilaku pemilih bukanlah struktur sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh pendekatan sosiologis melainkan faktor jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemilih. Isu yang beredar di dalam suatu masyarakat juga menjadi suatu faktor yang menentukan dari mahzab psikologis. Walaupun isu yang beredar hanya sebagai penggiring opini masyarakat. Berikut  gambar .15 yang menunjukkan seberapa besar kedekatan parpol dengan responden.
[image: ]Gambar.16 Kedekatan Parpol Dengan Responden

                                          Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

     Hanya terdapat 33,2% responden yang menyukai atau merasa dekat dengan salah satu partai politik. Dari 33,2% responden tersebut, sebanyak 27,6% menyukai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra (17,5) serta PKB (11%).
[image: ]                     Gambar.16 Kinerja Parpol di DPR Satu Tahun Terakhir
                                     Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021
      Dari Sembilan partai politik yang memiliki wakil di DPR RI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) mendapatkan indeks 3,11 dari skala 1-5, diikuti oleh Partai Gerindra dengan indeks 3,05 dan PKB dengan indeks 3,04.
         
     Jika Pemilu untuk memilih anggota DPR RI diadakan hari ini, maka sebanyak 18,6% responden memilih PDI Perjuangan, 9,5% memilih Partai Gerindra, 6,9% memilih PKB. Dengan menggunakan MoE sebesar + 2,9%, maka hanya akan ada maksimal 9 partai politik yang lolos ke DPR RI.
[image: ]Gambar.18 Kinerja Parpol di DPR Satu Tahun Terakhir
                               Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

               Responden menyebut bahwa PDI Perjuangan (17,7%) adalah partai yang paling peduli dan memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia, diikuti oleh partai Gerindra (7,1%) dan PKB (5,8%). Dapat disimpulkan bahwa PDI-P mendominasi suara responden terhadap kecendrungan pemilih. 
Terakhir adalah mahzab rasional atau ekonomi. mahzab ini merupakan mahzab yang dipelopori oleh Anthony Down yang menggunakan asumsi teori ekonomi modern dalam buku An Economic Theory of Voting pada tahun 1957. Menurut mahzab rasional ini, yang menentukan dalam sebuah pemilihan umum bukanlah tergantung kepada ikatan struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan merupakan suatu hasil dari pemilaian rasional dari warga yang cakap. Dalam menjelaskan perilaku memilih, mahzab rasional menganalogikan pasar ekonomi dengan perilaku memilih. Salah satu elemen kunci dari pendekatan tentang demokrasi adalah bahwa pemilihan umum di ibarat sebuah pasar yang didalamnya berlangsung proses transaksi seperti penawaran (partai politik) dan permintaan (Pemilih) secara rasional. pemilih rasional akan muncul jika partai politik atau kandidat dapat bertindak secara rasional (Syafhendry, 2016).
Asumsi dari mahzab ini, bahwasannya individu cenderung bertindak rasional, yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang didapat dari tindakan yang diambilnya. Hestie & Dawes (2001) mengkategorikan keputusan seseorang itu dianggap rasional jika; (1) Pilihan keputusan yang dibuat tersebut berdasarkan kepada keadaan status quo yang mereka miliki, dan jika harus kehilangan aset yang dimiliki, maka mereka akan mendapatkan ganti yang seimbang. ; (2) Pilihan keputusan yang dibuat tersebut memberi hasil yang nyata kepada pembuat keputusan. ; (3) Keputusan yang dibuat itu tidak melanggar prinsip dasar yang menyebabkan peluang ketidakpastian dari suatu keputusan tersebut menjadi besar atau mengancam apa yang ingin diperolehnya. Berikut dijelaskan gambar. 19 nilai-nilai mazhab rasional choice.	Comment by Author: 

[image: ]Gambar.19 Kecendrungan Memilih Calon PILPRES

Sumber : Spektrum Politica Padang, 2021

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa responden menjawab alasan mereka memilih calon presiden yang merupakan ketua partai politik adalah karena melihat kinerja nya terbukti (22,7%), berwibawa (22,4%) dan bersih/jujur (18,7%). Tiga variabel ini tentu harus menjadi perhatian bagi siapapun ketua partai yang ingin mencalonkan diri. Perilaku memilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau mendatangkan keraguan yang paling sedikit. Tetapi juga dalam hal memilih alternatif dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.
[image: ]  Gambar . 20 kecendrungan perilaku memilih masyarakat Indonesia
                                      Sumber : Spektrum Politica, Padang, 2021
Tabel diatas menunjukkan bahwa prilaku memilih masyarakat Indonesia pasca pemilu 2024 mengalami pergeseran kecendrungan yang signifikan. Dimana  nilai–nilai rasional choice menempati urutan pertama. Semakin rasionalnya pemilih maka semakin kritis pemilih dalam menentukan pilihannya. Jika dilihat kecendrungan pemilih lebih mengutamakan trek record, kinerja pemimpin, pengalaman dan prestasi dalam menseleksi bakal calon yang akan naik menjadi presiden nantinya. Kemudian disusul dengan  nilai-nilai sosiologi menempati urutan kedua dengan alasan putra daerah, agama, etnis, budaya, kekerabatan, dan sifat kedaerahan lainnya. Kemudian yang terakhir ditempati oleh nilai-nilai psikologis dengan tolak ukur ikatan hubungan emosional dan  kedekatan pemilih dengan partai politik atau bakal calon presiden.


[bookmark: 5._Conclusion_/_Kesimpulan]
Conclusion / Kesimpulan
[bookmark: 6._Acknowledgement_/_Ucapan_Trimakasih]     Pembahasan mengenai dinamika perubahan persepsi pemilu tak bisa lepas dari kajian studi prilaku memilih.  Hingar bingar pemilu di Indonesia masih akan menghantui masyarakat Indonesia. Karena dalam era modern saat ini, masih tetap banyak terjadi pelanggaran dalam pemilu yang menimbulkan kerawanan. Tetapi masyarakat semakin menuntut pemilu yang demokratis dan tidak anarkis. Partai tidak hanya mengadu kepala tetapi juga mengadu kepalan dengan taktik dan adu srategi. Kontestan juga berebut pengaruh dan menarik simpati masyarakat. Partai dan kontestan yang gagal dalam adu strategi ini sudah dapat dipastikan akan kalah dalam persoalan perolehan suara.
Dalam sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia, para kontestan pemilu dihadapkan pada sebuah realitas bahwa persaingan untuk mampu merebut, memuaskan dan menyakinkan pemilih semakin ketat. Tujuan akhir dari persaingan antar partai dan kontestan adalah membawa pemilih ketempat pemungutan suara (TPS) sampai akhirnya mencoblos dan mengoversikan suaranya melalui bilik suara. Perubahan mekanisme sistem pemilu yang diadakan serentak dan dinamika perubahan persepsi dan prilaku memilih pasca pemilu 2019 niscaya akan pula mengubah hubungan antara kontestan ( partai politik, capres, caleg DPRD, DPR, dan DPD ) dengan pemilih dalam perspektif Pemilu 2024 yang akan mendatang.
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